
 

 

PENDAHULUAN 

Pembuktian merupakan bagian fundamental dalam proses peradilan pidana karena melalui 

mekanisme inilah hakim menilai hubungan antara perbuatan terdakwa, akibat yang ditimbulkan, dan 

pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepadanya (Harahap, 2000; Suhardianto & 

Arafat, 2022). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk 

bewijsstelsel) sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya 
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Abstract  
This study analyzes the function of Visum et Repertum in proving death caused by asphyxia in 

Decision Number 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim and its relationship with the establishment of intent 

and premeditation. The research employs a normative juridical method using statutory and case 

approaches, with primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings show 

that Visum et Repertum performs strong constitutive and causal functions in establishing death by 

drowning through an asphyxial mechanism, including evidence from diatom examination and other 

forensic findings. However, its informative function has not been fully integrated into judicial 

reasoning when assessing intent and prior planning. CCTV footage documenting twelve submersion 

episodes, their duration, intervals, and the defendant’s conduct provides temporal and behavioral 

data that can be interpreted together with forensic findings to strengthen the evidentiary 

construction. This study emphasizes that Visum et Repertum does not directly prove the 

perpetrator’s mental state, but can provide an important objective basis for legal inference when 

proportionately combined with other evidence. Such integration is necessary to make judicial 

reasoning more transparent, systematic, scientific, and legally accountable in criminal adjudication 

practice. 

Keywords: asphyxia, criminal evidence, criminal liability, Visum et Repertum, premeditation. 
Abstrak 

Penelitian ini menganalisis fungsi Visum et Repertum dalam pembuktian kematian akibat asfiksia 

pada Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim serta keterkaitannya dengan pembuktian 

kesengajaan dan voorbedachte rade. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menganalisis bahan hukum primer 

dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum memiliki 

fungsi konstitutif dan kausal yang kuat dalam membuktikan kematian korban akibat tenggelam 

melalui mekanisme asfiksia, termasuk melalui temuan diatom dan hasil pemeriksaan forensik 

lainnya. Namun, fungsi informatifnya belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam pertimbangan 

hakim ketika menilai unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu. Rekaman CCTV 

mengenai dua belas kali penenggelaman, durasi tindakan, jeda antarperbuatan, serta perilaku 

terdakwa menyediakan data temporal dan perilaku yang dapat dibaca bersama temuan forensik 

untuk memperkuat konstruksi pembuktian. Penelitian ini menegaskan bahwa Visum et Repertum 

tidak membuktikan keadaan batin pelaku secara langsung, tetapi dapat menjadi dasar objektif yang 

penting dalam membangun inferensi yuridis apabila dipadukan secara proporsional dengan alat 

bukti lainnya. Integrasi tersebut diperlukan agar penalaran hukum mengenai hubungan kausal, 

kesengajaan, dan voorbedachte rade menjadi lebih transparan, sistematis, ilmiah, serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara yuridis. 

Kata Kunci: asfiksia, pembuktian pidana, Visum et Repertum, voorbedachte rade, 

pertanggungjawaban pidana. 
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dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebelum pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa. 

Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, proses tersebut menjadi semakin kompleks karena 

rekonstruksi fakta tidak hanya bergantung pada keterangan saksi atau terdakwa, tetapi juga 

membutuhkan bukti ilmiah untuk menjelaskan kondisi tubuh, mekanisme cedera, dan penyebab 

kematian korban (Flora et al., 2025). Oleh sebab itu, penggunaan bukti kedokteran forensik secara 

tepat menjadi salah satu unsur penting dalam membangun penalaran hukum yang objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Salah satu bentuk bukti kedokteran forensik yang memiliki relevansi langsung dalam perkara 

pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia adalah Visum et Repertum, yaitu laporan medis yang 

disusun dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap korban untuk kepentingan proses peradilan 

(Soeparmono, 2016). Visum et Repertum dapat memberikan informasi mengenai keberadaan dan 

karakteristik luka, mekanisme terjadinya cedera, penyebab kematian, serta hubungan kausal antara 

kondisi medis korban dengan peristiwa yang diperiksa (Suhardianto & Arafat, 2022; Flora et al., 

2025). Namun, kekuatan informasi tersebut tidak bekerja secara terisolasi karena temuan medis tetap 

harus dinilai bersama alat bukti lain untuk membentuk konstruksi fakta hukum yang utuh sesuai 

sistem pembuktian pidana. Permasalahan yang kemudian muncul bukan sekadar ada atau tidaknya 

Visum et Repertum dalam berkas perkara, melainkan sejauh mana substansi ilmiahnya dipahami dan 

diintegrasikan oleh hakim ke dalam argumentasi mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan. 

Kebutuhan terhadap interpretasi bukti medis menjadi semakin penting pada kematian akibat 

asfiksia karena mekanisme kekurangan oksigen dapat berlangsung melalui berbagai proses fisiologis 

dan tidak selalu menghasilkan temuan eksternal yang spesifik. Penelitian forensik mutakhir 

menunjukkan bahwa penentuan kematian akibat asfiksia dapat membutuhkan kombinasi pemeriksaan 

makroskopis, histopatologis, biokimia, dan biomarker tertentu agar mekanisme kematian dapat 

direkonstruksi secara lebih objektif (Shekhawat et al., 2023; Wu et al., 2025; Zhang et al., 2024). 

Kompleksitas tersebut semakin menonjol dalam kasus tenggelam karena pemeriksa harus 

membedakan antara korban yang benar-benar meninggal akibat proses tenggelam dan jenazah yang 

baru masuk ke dalam air setelah kematian terjadi (postmortem submersion) (Allam et al., 2022; Tyr et 

al., 2024). Oleh karena itu, kesimpulan mengenai kematian akibat tenggelam harus dibangun 

berdasarkan keseluruhan temuan postmortem dan tidak semata-mata didasarkan pada satu tanda 

diagnostik yang dianggap menentukan. 

Salah satu pemeriksaan yang sering digunakan untuk mendukung diagnosis intravital drowning 

adalah pemeriksaan diatom pada organ atau sumsum tulang, karena keberadaan organisme tersebut 

dapat memberikan informasi mengenai masuknya air ke dalam sirkulasi ketika fungsi vital masih 

berlangsung. Meskipun demikian, penelitian terkini menunjukkan bahwa interpretasi diatom test 

memerlukan kehati-hatian karena sensitivitas, kontaminasi, teknik ekstraksi, lokasi pengambilan 

sampel, dan kondisi postmortem dapat memengaruhi validitas hasil pemeriksaan (Bogusz et al., 2024; 

Marshall et al., 2023; Tsuneya et al., 2022). Karena keterbatasan tersebut, pengembangan diagnosis 

drowning juga memanfaatkan pemeriksaan lain seperti aquaporin-5, evaluasi berat paru, toksikologi 

postmortem, serta postmortem computed tomography sebagai informasi pendukung dalam 

merekonstruksi mekanisme kematian (Frisoni et al., 2022; Ojanperä & Kriikku, 2024; Helal Stanikzai 

et al., 2025; Qureshi et al., 2025). Perkembangan tersebut menegaskan bahwa fakta medis dalam 

Visum et Repertum harus dipahami sebagai hasil proses inferensi ilmiah yang selanjutnya memerlukan 

penerjemahan secara hati-hati ke dalam konstruksi pembuktian hukum. 

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika fakta medis mengenai asfiksia digunakan dalam 

perkara pembunuhan berencana karena unsur yang harus dibuktikan tidak berhenti pada hubungan 

sebab-akibat antara perbuatan dan kematian korban. Pasal 340 KUHP yang berlaku pada saat perkara 

terjadi mensyaratkan adanya kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu (voorbedachte rade), 

sedangkan konstruksi serupa kemudian diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang KUHP. Unsur voorbedachte rade berkaitan dengan keadaan batin pelaku sehingga 

pembuktiannya harus ditarik dari fakta eksternal, antara lain rangkaian persiapan, tenggang waktu, 

kesempatan untuk mempertimbangkan kembali kehendak, cara pelaksanaan, dan perilaku pelaku 

sebelum maupun selama tindak pidana dilakukan (Chazawi, 2012; Iriyanto & Halif, 2021; Soesilo, 

2000). Dengan demikian, Visum et Repertum tidak dapat secara mandiri membuktikan adanya niat 
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atau perencanaan, tetapi temuan objektif mengenai mekanisme serta proses kematian dapat berfungsi 

sebagai salah satu pijakan faktual ketika dinilai bersama bukti lain. 

Problematika tersebut tampak secara konkret dalam Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN 

Jkt.Tim yang berkaitan dengan kematian seorang anak akibat mekanisme asfiksia dalam kondisi 

tenggelam dan menempatkan Visum et Repertum sebagai salah satu bukti penting dalam rekonstruksi 

peristiwa. Pemeriksaan melalui Visum et Repertum Ekshumasi Nomor R/016/SK.B/II/2024/KF 

menghasilkan temuan medis yang mengarah pada mekanisme tenggelam, termasuk pemeriksaan 

organ dan ditemukannya diatom pada sumsum tulang serta hati korban sebagaimana diuraikan dalam 

fakta persidangan (Putusan No. 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim). Di sisi lain, rekaman CCTV 

memperlihatkan rangkaian tindakan penenggelaman yang dilakukan berulang sebanyak dua belas kali 

dengan durasi yang berbeda, sehingga tersedia bukti perilaku dan temporal yang dapat dianalisis 

bersama fakta kedokteran forensik. Kombinasi antara bukti medis dan rekaman perilaku tersebut 

menjadikan perkara ini relevan untuk menelaah bagaimana informasi ilmiah mengenai mekanisme 

kematian diterjemahkan menjadi fakta hukum dalam pembuktian kesengajaan dan voorbedachte rade. 

Kajian terdahulu mengenai Visum et Repertum pada umumnya menempatkan dokumen tersebut 

dalam konteks kedudukan dan kekuatan pembuktian pada proses penyidikan atau persidangan, 

sedangkan penelitian kedokteran forensik lebih banyak berfokus pada validitas metode untuk 

menentukan mekanisme dan penyebab kematian (Sari & Aldyan, 2023; Suhardianto & Arafat, 2022; 

Flora et al., 2025). Pada sisi medis, berbagai penelitian telah mengembangkan metode untuk 

membedakan drowning dari postmortem submersion, menguji reliabilitas diatom, dan 

mengidentifikasi biomarker kematian akibat asfiksia, tetapi penelitian tersebut pada umumnya tidak 

membahas bagaimana informasi medis tersebut diterjemahkan ke dalam konstruksi unsur subjektif 

tindak pidana (Allam et al., 2022; Bogusz et al., 2024; Wu et al., 2025). Sebaliknya, kajian hukum 

mengenai pembunuhan berencana banyak membahas indikator voorbedachte rade tanpa secara 

khusus menganalisis bagaimana mekanisme kematian yang direkonstruksi melalui bukti forensik 

dapat digunakan sebagai pijakan objektif ketika indikator tersebut dinilai (Iriyanto & Halif, 2021). 

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum 

pembuktian dan kedokteran forensik sehingga Visum et Repertum tidak hanya dibaca sebagai 

dokumen penetapan sebab kematian, tetapi juga dianalisis berdasarkan relevansi informasinya 

terhadap keseluruhan konstruksi pembuktian. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis fungsi Visum et 

Repertum mengenai mekanisme asfiksia dalam Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim serta 

penggunaannya dalam pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa. Analisis 

difokuskan pada fungsi konstitutif, kausal, dan informatif Visum et Repertum, khususnya dalam 

menjelaskan kematian korban dan keterkaitannya dengan pembuktian unsur kesengajaan serta 

voorbedachte rade tanpa menempatkan bukti medis sebagai bukti langsung mengenai keadaan batin 

pelaku. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi antara data kedokteran forensik mengenai 

mekanisme asfiksia dengan bukti temporal dan perilaku untuk menilai sejauh mana keseluruhan data 

tersebut diaktualisasikan dalam proses penalaran hukum hakim. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum pembuktian pidana sekaligus 

memberikan perspektif praktis mengenai pentingnya integrasi yang proporsional antara scientific 

evidence dan argumentasi yuridis dalam perkara kematian akibat asfiksia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan 

perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur sistem pembuktian 

pidana, kedudukan alat bukti, pertanggungjawaban pidana, serta unsur pembunuhan berencana 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan 

Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim, dengan perhatian utama pada penggunaan Visum et Repertum 

dalam membuktikan mekanisme kematian akibat asfiksia serta keterkaitannya dengan pembuktian 

unsur kesengajaan dan voorbedachte rade. Analisis perkara diarahkan tidak hanya pada amar putusan, 

tetapi juga pada fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, keterangan ahli, hasil pemeriksaan 
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forensik, dan alat bukti lain yang digunakan untuk membangun konstruksi pertanggungjawaban 

pidana terdakwa. 

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, 

Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim, serta putusan pada tingkat upaya hukum yang berkaitan 

dengan perkara tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku hukum pidana dan 

hukum acara pidana, artikel jurnal ilmiah, doktrin hukum, serta literatur kedokteran forensik 

mengenai Visum et Repertum, asfiksia, drowning, pemeriksaan diatom, dan mekanisme kematian. 

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan interpretatif 

melalui pengaitan antara temuan medis forensik dengan norma pembuktian serta konstruksi unsur 

tindak pidana yang digunakan dalam pertimbangan hakim. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk 

menilai sejauh mana fungsi konstitutif, kausal, dan informatif Visum et Repertum telah diintegrasikan 

secara proporsional dalam pembuktian kematian akibat asfiksia dan pertanggungjawaban pidana 

dalam perkara a quo. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Peranan Visum et Repertum dalam Membuktikan Mekanisme Asfiksia sebagai Dasar Objektif 

Pembuktian Voorbedachte Rade 

Visum et Repertum memiliki posisi strategis dalam pembuktian tindak pidana yang 

mengakibatkan kematian karena dokumen tersebut menerjemahkan kondisi biologis tubuh korban 

menjadi informasi medis yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Dalam konteks hukum acara 

pidana, fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegasan bahwa kematian telah terjadi, tetapi 

juga dengan penjelasan mengenai penyebab, mekanisme, dan hubungan kausal antara tindakan 

tertentu dengan akibat yang dialami korban (Soeparmono, 2016; Suhardianto & Arafat, 2022). Studi 

mengenai penggunaan Visum et Repertum dalam perkara pidana menunjukkan bahwa kekuatan bukti 

medis menjadi lebih bermakna apabila temuan dokter diintegrasikan dengan fakta persidangan dan 

alat bukti lainnya daripada sekadar dicantumkan sebagai pelengkap berkas perkara (Sari & Aldyan, 

2023; Flora et al., 2025). Oleh karena itu, dalam perkara kematian akibat asfiksia, Visum et Repertum 

harus dipahami sebagai instrumen ilmiah yang menyediakan dasar objektif bagi hakim untuk 

merekonstruksi bagaimana kematian terjadi sebelum menghubungkannya dengan unsur-unsur tindak 

pidana. 

Fungsi tersebut menjadi penting karena terdapat batas konseptual antara fakta medis dan 

kesimpulan hukum yang harus dijaga selama proses pembuktian. Dokter forensik memiliki 

kompetensi untuk menerangkan perubahan patologis, jenis cedera, mekanisme kematian, dan 

kemungkinan hubungan antara temuan medis dengan suatu peristiwa, sedangkan penentuan kesalahan 

serta pertanggungjawaban pidana tetap merupakan kewenangan hakim (Harahap, 2000; Mulyadi, 

2010). Penelitian mengenai pelaporan medis forensik juga menunjukkan bahwa kualitas pemanfaatan 

informasi medis sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat peradilan dalam memahami dan 

menginterpretasikan temuan ilmiah secara tepat dalam konteks perkara yang diperiksa (Goudswaard 

et al., 2026). Dengan demikian, Visum et Repertum tidak secara otomatis menghasilkan kesimpulan 

tentang kesalahan terdakwa, tetapi menyediakan fakta objektif yang harus dihubungkan melalui 

penalaran yuridis dengan alat bukti lain. 

Kompleksitas hubungan tersebut terlihat jelas pada kematian akibat asfiksia karena keadaan ini 

merupakan akibat dari gangguan oksigenasi yang dapat terjadi melalui beberapa mekanisme dan tidak 

selalu meninggalkan satu tanda postmortem yang bersifat spesifik. Perkembangan ilmu forensik 

memperlihatkan bahwa pemeriksaan kematian akibat asfiksia dapat melibatkan temuan histopatologis, 

perubahan molekuler, hingga biomarker tertentu untuk memperkuat interpretasi penyebab dan 

mekanisme kematian (Shekhawat et al., 2023; Zhang et al., 2024). Penelitian Wu et al. (2025), 

misalnya, mengembangkan kajian mengenai hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase sebagai 

biomarker yang berpotensi membantu autentikasi kematian akibat asfiksia mekanik, yang 

menunjukkan semakin kuatnya orientasi pembuktian forensik pada indikator objektif. Temuan-

temuan tersebut menegaskan bahwa identifikasi asfiksia seharusnya didasarkan pada sintesis berbagai 

hasil pemeriksaan dan tidak hanya pada satu indikator tunggal. 

Pada kematian akibat tenggelam, tantangan diagnosis menjadi lebih besar karena tubuh yang 

ditemukan di dalam air tidak selalu berarti korban meninggal akibat drowning. Pemeriksa forensik 
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perlu membedakan kematian yang terjadi akibat aspirasi air ketika korban masih hidup dengan 

postmortem submersion, yaitu keadaan ketika jenazah berada di dalam air setelah kematian yang 

disebabkan oleh faktor lain (Allam et al., 2022; Tyr et al., 2024). Karena itu, penelitian mutakhir 

mengevaluasi beragam pendekatan seperti pemeriksaan jaringan tulang dan gigi, ekspresi aquaporin-

5, analisis paru, serta integrasi berbagai temuan postmortem untuk meningkatkan ketepatan diagnosis 

drowning (Frisoni et al., 2022; Dervišević et al., 2024; Helal Stanikzai et al., 2025). Pendekatan 

multidimensional tersebut penting secara hukum karena kekeliruan dalam menentukan mekanisme 

kematian dapat memengaruhi konstruksi hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian 

korban. 

Salah satu pemeriksaan yang relevan dalam perkara a quo adalah pemeriksaan diatom karena 

Visum et Repertum Ekshumasi Nomor R/016/SK.B/II/2024/KF mencatat adanya ganggang pada 

sumsum tulang dan organ hati serta menyimpulkan kondisi kematian yang sesuai dengan tenggelam. 

Pemeriksaan diatom secara ilmiah digunakan sebagai bukti pendukung dalam evaluasi drowning, 

terutama apabila mikroorganisme ditemukan pada jaringan atau organ yang memerlukan sirkulasi 

intravital untuk dapat mencapainya, tetapi interpretasinya harus tetap mempertimbangkan 

kemungkinan kontaminasi dan keterbatasan teknik pemeriksaan (Bogusz et al., 2024; Marshall et al., 

2023). Kajian Tsuneya et al. (2022) menunjukkan bahwa teknik pemrosesan sampel dapat 

memengaruhi kualitas hasil uji diatom, sedangkan penelitian lanjutan menunjukkan relevansi 

pemeriksaan pada organ tertutup dalam kasus tertentu (Tsuneya et al., 2023). Pengembangan metode 

mikroskopi yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa analisis diatom terus disempurnakan untuk 

meningkatkan reliabilitasnya sebagai pemeriksaan penunjang forensik (Bešta et al., 2025). 

 

Tabel 1. Durasi Rangkaian Penenggelaman Berdasarkan Rekaman CCTV dalam Perkara No. 

328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim 

 

Penenggelaman Durasi (detik) Akumulasi durasi (detik) Akumulasi waktu 

1 14 14 0 menit 14 detik 

2 24 38 0 menit 38 detik 

3 4 42 0 menit 42 detik 

4 2 44 0 menit 44 detik 

5 26 70 1 menit 10 detik 

6 4 74 1 menit 14 detik 

7 21 95 1 menit 35 detik 

8 7 102 1 menit 42 detik 

9 17 119 1 menit 59 detik 

10 8 127 2 menit 7 detik 

11 26 153 2 menit 33 detik 

12 54 207 3 menit 27 detik 

Sumber: diolah dari fakta rekaman CCTV dalam Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim. 

 

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dua belas episode penenggelaman memiliki durasi 

individual yang bervariasi antara 2 dan 54 detik dengan jumlah durasi penenggelaman mencapai 207 

detik atau 3 menit 27 detik, tanpa memperhitungkan interval ketika kepala korban berada di atas 

permukaan air. Secara medis, data temporal tersebut tidak dapat serta-merta diterjemahkan menjadi 

waktu pasti terjadinya kematian karena proses drowning dipengaruhi kondisi fisiologis korban, 

interval pernapasan, aspirasi cairan, respons kardiovaskular, dan proses hipoksia yang berlangsung 

selama kejadian (Dezfulian et al., 2024). Namun, pengulangan tindakan dan tersedianya pemisahan 

temporal antara satu episode dengan episode berikutnya merupakan fakta objektif yang relevan untuk 

dikaji bersama hasil pemeriksaan forensik, terutama ketika mekanisme kematian telah dikonfirmasi 

berkaitan dengan tenggelam. Dengan demikian, nilai analitis tabel tersebut bukan untuk menentukan 

secara matematis detik kematian korban, tetapi untuk menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang 

dapat dibandingkan dengan mekanisme fisiologis asfiksia dan bukti perilaku lainnya. 

Keterkaitan antara fakta temporal dan mekanisme kematian memiliki signifikansi lebih lanjut 

ketika perkara dianalisis dalam kerangka voorbedachte rade. Doktrin pembunuhan berencana 

menuntut adanya kesempatan yang memadai antara pembentukan kehendak dan pelaksanaan 
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perbuatan sehingga pelaku mempunyai ruang untuk mempertimbangkan kembali tindakannya, dan 

keberadaan jeda waktu harus dinilai secara kontekstual, bukan sekadar berdasarkan panjang waktu 

secara matematis (Tirtaamidjaja, 2000; Soesilo, 2000). Iriyanto dan Halif (2021) menekankan bahwa 

unsur rencana harus dibuktikan melalui keseluruhan keadaan konkret yang menunjukkan hubungan 

antara pembentukan kehendak, tersedianya waktu untuk berpikir, dan pelaksanaan tindakan, 

sedangkan Chazawi (2012) menempatkan perhitungan mengenai waktu, tempat, dan cara sebagai 

bagian penting dalam menilai adanya perencanaan. Oleh sebab itu, pola tindakan penenggelaman 

berulang dalam perkara a quo memperoleh relevansi yuridis bukan karena Visum et Repertum secara 

langsung membuktikan perencanaan, melainkan karena informasi medis mengenai akibat tindakan 

tersebut dapat dibaca bersama fakta temporal sebagai bagian dari konstruksi inferensial mengenai 

voorbedachte rade. 

Rekaman CCTV memperkuat kebutuhan untuk melakukan integrasi tersebut karena alat bukti 

elektronik tidak hanya menunjukkan jumlah dan durasi penenggelaman, tetapi juga memberikan 

informasi mengenai perilaku terdakwa selama rangkaian tindakan berlangsung. Dalam naskah perkara 

dicatat bahwa pada beberapa episode terdakwa menghentikan atau mengubah tindakannya ketika 

memperhatikan keadaan sekitar, kemudian melanjutkan perbuatan ketika situasi berubah, sehingga 

terdapat fakta perilaku yang dapat dinilai bersama bukti medis dan temporal. Fakta semacam ini 

memiliki arti dalam pembuktian karena sistem negatief wettelijk bewijsstelsel menuntut hakim 

membangun keyakinan berdasarkan keterhubungan alat bukti yang sah dan bukan berdasarkan satu 

informasi yang berdiri sendiri (Harahap, 2000; Hiariej, 2014). Dengan demikian, pembacaan terpadu 

antara Visum et Repertum, keterangan ahli, rekaman CCTV, dan fakta kronologis berpotensi 

menghasilkan konstruksi yang lebih transparan dalam menjelaskan hubungan antara actus reus, akibat 

kematian, serta indikator eksternal yang relevan terhadap keadaan batin pelaku. 

Pada saat yang sama, interpretasi ilmiah terhadap drowning tidak boleh dilebihkan seolah-olah 

setiap temuan postmortem mampu memberikan kepastian absolut mengenai seluruh rangkaian 

kejadian. Literatur kontemporer justru menunjukkan perlunya penggabungan antara patologi, 

toksikologi, pencitraan postmortem, kondisi lingkungan, dan konteks kejadian untuk meningkatkan 

reliabilitas interpretasi kematian di dalam air (Ojanperä & Kriikku, 2024; Ogawara et al., 2023). 

Pengembangan postmortem computed tomography dan metode berbasis deep learning 

memperlihatkan adanya potensi teknologi untuk memperkuat diagnosis, tetapi hasilnya tetap harus 

ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi multiparameter, bukan pengganti keseluruhan pemeriksaan 

forensik (Qureshi et al., 2025). Perspektif tersebut konsisten dengan penelitian mengenai kecelakaan 

bawah air yang menempatkan rekonstruksi konteks, bukti tubuh, dan informasi lingkungan secara 

bersamaan sebagai dasar interpretasi forensik yang lebih kuat (Tarozzi et al., 2023). 

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, Visum et Repertum dalam Putusan Nomor 

328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim memiliki fungsi utama dalam membangun dasar objektif mengenai 

terjadinya kematian dan keterkaitannya dengan mekanisme asfiksia akibat tenggelam. Kedudukan 

tersebut berada pada ranah pembuktian perbuatan dan akibat, sedangkan penilaian mengenai 

kesengajaan serta voorbedachte rade tetap membutuhkan proses inferensial berdasarkan seluruh alat 

bukti karena perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua konstruksi yang 

berbeda (Saleh, 2000; Lamintang, 2013). Temuan medis memperoleh nilai yuridis yang lebih kuat 

ketika dikombinasikan dengan bukti temporal dan perilaku, tetapi tidak dapat menggantikan 

pembuktian mengenai keadaan batin terdakwa yang pada hakikatnya harus dibangun melalui 

penalaran hukum. Oleh karena itu, persoalan utama dalam perkara ini bukan sekadar keberadaan 

Visum et Repertum, melainkan sejauh mana kandungan ilmiahnya digunakan secara proporsional 

sebagai jembatan antara fakta biologis kematian dan konstruksi yuridis unsur pembunuhan berencana. 

 

Integrasi Visum et Repertum dalam Pertimbangan Hakim terhadap Kesengajaan, Voorbedachte 

Rade, dan Pertanggungjawaban Pidana 

Pertimbangan hakim merupakan tahap yang menentukan bagaimana fakta medis yang berasal 

dari Visum et Repertum ditransformasikan menjadi fakta hukum yang relevan terhadap unsur tindak 

pidana. Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, hakim tidak cukup hanya mencantumkan 

keberadaan alat bukti, tetapi harus menjelaskan hubungan logis antara alat bukti, fakta yang dianggap 

terbukti, dan norma hukum yang diterapkan dalam putusan (Harahap, 2000; Mulyadi, 2010). Hal 

tersebut menjadi semakin penting ketika alat bukti yang digunakan mengandung substansi ilmiah 
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karena hakim harus menghindari dua ekstrem, yaitu mengabaikan temuan medis atau sebaliknya 

menerima kesimpulan medis sebagai kesimpulan hukum tanpa proses interpretasi yuridis yang 

memadai (Hiariej, 2014). Penelitian mengenai praktik pelaporan medis forensik menunjukkan bahwa 

keterbatasan interpretasi terhadap bukti medis dapat memengaruhi kedalaman argumentasi hukum 

meskipun bukti ilmiah yang relevan sebenarnya tersedia di dalam berkas perkara (Goudswaard et al., 

2026). 

Dalam Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim, hubungan tersebut pertama-tama terlihat 

pada pembuktian unsur “dengan sengaja”, ketika Majelis Hakim menghubungkan mekanisme 

kematian akibat asfiksia dengan pola tindakan penenggelaman yang dilakukan berulang. Secara 

konseptual, Visum et Repertum hanya dapat menjelaskan akibat objektif dari tindakan, yaitu 

mekanisme tenggelam dan proses asfiksia, sedangkan sikap batin pelaku tetap harus disimpulkan dari 

keseluruhan keadaan yang mengiringi perbuatan (Moeljatno, 2018; Lamintang, 2013). Dengan 

demikian, fakta bahwa tindakan tertentu secara medis mampu menyebabkan kematian tidak dengan 

sendirinya membuktikan adanya kehendak untuk membunuh, tetapi fakta tersebut menjadi signifikan 

apabila dikaitkan dengan pengulangan tindakan, durasi, cara pelaksanaan, serta kesempatan pelaku 

untuk menyadari akibat yang mungkin timbul. Posisi ini sejalan dengan fungsi Visum et Repertum 

sebagai bukti ilmiah yang menerangkan kondisi tubuh dan penyebab kematian tanpa mengambil alih 

fungsi hakim dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana (Nurtianti & Koswara, 

2023). 

Pertimbangan Majelis Hakim menjadi lebih kuat ketika temuan medis tersebut dibaca bersama 

keterangan ahli dan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa penenggelaman dilakukan sebanyak 

dua belas kali dengan durasi yang tidak seragam. Pengulangan tindakan merupakan fakta eksternal 

yang dapat digunakan untuk membedakan antara perbuatan yang terjadi karena kelalaian dengan 

perbuatan yang dilakukan secara sadar, meskipun penilaian akhirnya tetap harus mempertimbangkan 

konteks keseluruhan perkara. Dalam hukum pidana, kesengajaan tidak dapat direduksi menjadi akibat 

semata karena seseorang dapat menyebabkan kematian tanpa secara langsung menghendaki akibat 

tersebut, sehingga bentuk kesengajaan perlu dijelaskan secara lebih spesifik (Lamintang, 2013). 

Karena itu, Visum et Repertum dalam perkara ini seharusnya ditempatkan sebagai landasan objektif 

mengenai akibat dan mekanisme kematian, sementara indikator mengenai kehendak dan pengetahuan 

terdakwa diperoleh dari kombinasi fakta perilaku serta alat bukti lain. 

Lamintang (2013) membedakan kesengajaan menjadi opzet als oogmerk, opzet als 

zekerheidsbewustzijn, dan dolus eventualis, yang masing-masing memiliki tingkat kehendak dan 

pengetahuan yang berbeda terhadap akibat tindak pidana. Dalam Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN 

Jkt.Tim, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kesengajaan terpenuhi, tetapi penjelasan 

mengenai bentuk kesengajaan yang secara konkret terbukti belum dielaborasi secara mendalam. 

Padahal, informasi mengenai pengulangan penenggelaman, kondisi korban, mekanisme asfiksia, dan 

keberlanjutan tindakan dapat digunakan untuk menguji apakah akibat kematian benar-benar menjadi 

tujuan, diketahui sebagai suatu kepastian, atau setidaknya disadari sebagai kemungkinan yang 

kemudian diterima oleh pelaku. Pendekatan tersebut akan memperkuat fungsi Visum et Repertum 

sebagai bagian dari rangkaian bukti, sebagaimana berbagai kajian menekankan bahwa laporan medis 

forensik memiliki nilai pembuktian optimal apabila dibaca bersama keterangan ahli dan fakta 

persidangan lainnya (Kusuma & Arthani, 2023; Suhardianto & Arafat, 2022). 

Persoalan yang lebih kompleks muncul pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu” karena 

voorbedachte rade tidak berkaitan langsung dengan kondisi tubuh korban, melainkan dengan proses 

pembentukan kehendak pada diri pelaku. Doktrin klasik mengenai voorbedachte rade mengharuskan 

adanya kesempatan untuk mengambil keputusan dalam keadaan tenang, tersedia waktu yang memadai 

untuk mempertimbangkan kembali kehendak, dan pelaksanaan perbuatan yang juga berlangsung 

dalam keadaan tenang (Tirtaamidjaja, 2000; Soesilo, 2000). Penelitian Iriyanto dan Halif (2021) 

menegaskan bahwa keberadaan jeda waktu tidak boleh dinilai secara mekanis karena yang lebih 

penting adalah apakah rangkaian fakta menunjukkan adanya kesempatan nyata bagi pelaku untuk 

memikirkan, membatalkan, atau tetap melaksanakan kehendaknya. Dalam konteks tersebut, temuan 

medis mengenai sifat proses drowning yang tidak berlangsung seketika memperoleh relevansi sebagai 

bukti objektif pendukung ketika digabungkan dengan rekaman temporal dan pola perilaku terdakwa, 

tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti langsung atas keadaan batinnya. 
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Tabel 2. Integrasi Fungsi Visum et Repertum dengan Unsur Tindak Pidana dalam Putusan No. 

328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim 

 

Unsur yang dinilai Fakta forensik/perilaku yang 

relevan 

Fungsi utama 

Visum et 

Repertum 

Tingkat integrasi 

dalam pertimbangan 

hakim 

Barangsiapa Identitas dan kemampuan 

bertanggung jawab terdakwa 

Tidak 

dominan 

Tidak relevan secara 

langsung 

Dengan sengaja Asfiksia akibat tenggelam; 

tindakan penenggelaman 

dilakukan berulang 

Kausal dan 

informatif 

Digunakan, tetapi 

bentuk kesengajaan 

belum dielaborasi 

secara spesifik 

Dengan rencana 

terlebih dahulu 

Mekanisme kematian tidak 

seketika; adanya jeda 

antartindakan; perilaku 

terdakwa selama 

penenggelaman 

Informatif Belum diintegrasikan 

secara optimal 

Merampas nyawa 

orang lain 

Kematian korban konsisten 

dengan tenggelam dan asfiksia 

Konstitutif dan 

kausal 

Terintegrasi secara kuat 

Pertanggungjawaban 

pidana 

Hubungan antara tindakan, 

akibat, dan kondisi terdakwa 

Pendukung Harus dibaca bersama 

seluruh alat bukti 

Sumber: diolah dari Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim dan analisis penulis. 

 

Data pada Tabel 2 menunjukkan adanya variasi intensitas pemanfaatan Visum et Repertum pada 

setiap unsur tindak pidana yang dianalisis oleh Majelis Hakim. Fungsi konstitutif dan kausal tampak 

paling kuat pada pembuktian unsur “merampas nyawa orang lain” karena hubungan antara tindakan 

penenggelaman, mekanisme asfiksia, dan kematian korban dapat dijelaskan secara langsung melalui 

bukti medis. Sebaliknya, fungsi informatif menjadi lebih penting ketika analisis berpindah ke unsur 

kesengajaan dan voorbedachte rade, sebab informasi mengenai proses drowning perlu 

dikombinasikan dengan fakta temporal serta perilaku untuk memperoleh relevansi yuridisnya. Kajian 

medico-legal mengenai drowning juga menunjukkan bahwa penentuan mekanisme kematian 

sebaiknya selalu ditempatkan dalam konteks keseluruhan kejadian dan tidak dipisahkan dari informasi 

investigatif lainnya (Chaudhary & Dhingra, 2021; Tyr et al., 2025). 

Pada syarat ketersediaan waktu yang cukup (voldoende tijd), data medis dan temporal dapat 

memberikan dasar objektif yang lebih kuat dibanding hanya menyatakan bahwa tidak terdapat 

paksaan yang mengharuskan terdakwa meneruskan tindakannya. Literatur mengenai drowning 

menunjukkan bahwa kematian melalui hipoksia merupakan suatu proses fisiologis yang berlangsung 

bertahap, meskipun durasi aktualnya berbeda-beda bergantung pada usia, kondisi korban, jenis 

kejadian, serta intervensi yang terjadi selama submersi (Dezfulian et al., 2024). Karena itu, dua belas 

episode penenggelaman yang dipisahkan oleh momen pelepasan korban dapat dipahami sebagai 

rangkaian temporal yang menyediakan beberapa titik evaluasi bagi terdakwa, tetapi fakta tersebut 

tetap harus dianalisis bersama keadaan konkret untuk menentukan apakah jeda tersebut benar-benar 

berfungsi sebagai kesempatan mempertimbangkan kembali perbuatannya. Studi terhadap karakteristik 

kasus drowning juga menunjukkan bahwa penentuan sifat suatu kematian membutuhkan integrasi 

hasil autopsi, konteks kejadian, dan informasi perilaku karena satu kategori bukti tidak cukup untuk 

merekonstruksi keseluruhan peristiwa secara andal (Kokusho et al., 2025). 

Aspek berikutnya adalah syarat pelaksanaan dalam keadaan tenang (uitvoering in kalmte), yang 

memerlukan kehati-hatian karena hakim tidak dapat secara langsung menyimpulkan keadaan 

psikologis terdakwa hanya dari satu gerakan atau perilaku yang terekam CCTV. Namun, fakta bahwa 

terdakwa beberapa kali mengamati lingkungan, menghentikan tindakan ketika ada orang lain di 

sekitar, dan kemudian kembali melanjutkan perbuatan merupakan indikator eksternal yang relevan 

untuk dianalisis dalam kaitannya dengan kapasitas mengendalikan tindakan. Fakta tersebut 

memperoleh arti yuridis ketika ditempatkan bersama bukti medis yang menunjukkan bahwa tindakan 

penenggelaman memiliki kemampuan nyata menyebabkan asfiksia dan kematian, tetapi inferensi 

mengenai keadaan batin harus tetap dilakukan secara hati-hati berdasarkan keseluruhan alat bukti 
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(Hiariej, 2014). Pembedaan ini penting karena pertanggungjawaban pidana menuntut adanya 

hubungan normatif antara perbuatan dan kesalahan pelaku, bukan semata-mata hubungan kausal 

antara perbuatan dan akibat (Saleh, 2000). 

Berbeda dengan unsur subjektif tersebut, pemanfaatan Visum et Repertum pada unsur 

“merampas nyawa orang lain” relatif lebih jelas dan langsung. Temuan medis mengenai kondisi 

organ, hasil pemeriksaan diatom, dan kesimpulan kematian yang sesuai dengan mekanisme tenggelam 

memberikan dasar ilmiah untuk menyatakan bahwa korban benar-benar meninggal serta bahwa 

terdapat hubungan kausal antara kondisi drowning dan kematian tersebut. Posisi tersebut konsisten 

dengan berbagai penelitian hukum yang menempatkan Visum et Repertum sebagai alat penting dalam 

menjelaskan aspek yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh hakim, terutama penyebab 

kematian dan karakteristik luka (Sari & Aldyan, 2023; Nurtianti & Koswara, 2023; Flora et al., 2025). 

Dengan demikian, pada unsur ini fungsi konstitutif dan kausal telah dimanfaatkan secara relatif 

optimal karena bukti medis secara langsung menjawab fakta material yang harus dibuktikan dalam 

delik pembunuhan. 

Kualitas pertimbangan hakim juga dapat dinilai dari cara Majelis Hakim menerima atau 

menolak pendapat ahli yang diajukan dalam persidangan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak 

mengikuti seluruh pendapat ahli hukum pidana dan memilih membangun kesimpulan berdasarkan 

kombinasi rekaman CCTV, keterangan ahli forensik, serta fakta pengulangan tindakan, yang secara 

prinsip merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian (Harahap, 

2000). Namun, kebebasan tersebut seharusnya diikuti argumentasi yang menjelaskan mengapa suatu 

pendapat ahli tidak dipandang sesuai dengan keseluruhan bukti, bukan hanya dengan menyatakan 

bahwa kesimpulan hakim berbeda dari pendapat ahli. Standar praktik forensik modern juga 

menekankan pentingnya interpretasi yang transparan mengenai batas pengetahuan ahli dan hubungan 

temuannya dengan konteks perkara sehingga pengguna bukti, termasuk hakim, dapat menilai 

signifikansinya secara proporsional (Netherlands Register of Court Experts, 2018). 

Secara keseluruhan, analisis terhadap Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim 

menunjukkan bahwa pemanfaatan Visum et Repertum mengalami perbedaan kedalaman sesuai dengan 

karakter unsur pidana yang sedang dibuktikan. Pada unsur yang bersifat objektif, terutama kematian 

dan hubungan kausal, bukti medis telah berfungsi kuat sebagai dasar pertimbangan, sedangkan pada 

unsur yang bersifat subjektif seperti kesengajaan dan voorbedachte rade, kandungan informatifnya 

belum sepenuhnya diintegrasikan dengan bukti perilaku dan temporal. Kondisi tersebut tidak berarti 

bahwa Visum et Repertum harus diperluas menjadi alat pembuktian keadaan batin, melainkan 

menunjukkan perlunya pola penalaran yang mampu menghubungkan fakta medis dengan fakta hukum 

secara bertahap dan proporsional (Soeparmono, 2016; Moeljatno, 2018). Dengan cara demikian, 

hakim dapat mempertahankan batas antara keahlian medis dan kewenangan yuridis sekaligus 

memanfaatkan secara maksimal nilai ilmiah bukti forensik dalam pencarian kebenaran materiil. 

 

Model Integrasi Bukti Medis-Forensik dan Bukti Perilaku dalam Pembuktian Kematian Akibat 

Asfiksia 

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim menunjukkan bahwa 

persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan bukti medis, melainkan pada tingkat integrasinya 

dengan alat bukti lain dalam membangun konstruksi yuridis. Visum et Repertum telah memberikan 

dasar objektif mengenai kematian korban dan mekanisme asfiksia akibat tenggelam, tetapi nilai 

informatifnya belum digunakan secara sama kuat pada setiap unsur tindak pidana. Kondisi tersebut 

penting karena fungsi Visum et Repertum pada hakikatnya tidak hanya menghadirkan kembali 

informasi mengenai tubuh korban, tetapi juga membantu menerangkan hubungan kausal yang tidak 

dapat diamati secara langsung di persidangan (S., J., 2008; Soeparmono, 2016). Oleh karena itu, 

kualitas pembuktian sangat ditentukan oleh kemampuan hakim menghubungkan fakta medis dengan 

fakta perilaku dan norma hukum tanpa mencampuradukkan wilayah keahlian kedokteran dengan 

kewenangan yuridis. 

Dalam kerangka hukum acara pidana, integrasi tersebut harus tetap diletakkan dalam sistem 

negatief wettelijk bewijsstelsel yang mengharuskan keyakinan hakim bersandar pada sekurang-

kurangnya alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Visum et Repertum tidak 

memperoleh kekuatan absolut hanya karena disusun oleh dokter, karena hakim tetap memiliki 

kewajiban untuk menilai konsistensinya dengan alat bukti lain dan dengan keseluruhan fakta 
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persidangan (Harahap, 2000; Suhardianto & Arafat, 2022). Kajian mengenai Visum et Repertum 

dalam berbagai jenis perkara juga menunjukkan bahwa nilai pembuktiannya muncul ketika laporan 

medis ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian bukti, bukan sebagai dokumen yang secara mandiri 

menentukan kesalahan terdakwa (Putri Natalie & Wirya Darma, 2023; Sumino et al., 2023). Dengan 

demikian, posisi Visum et Repertum harus dipahami sebagai bukti ilmiah yang menyediakan fakta 

objektif untuk selanjutnya ditransformasikan menjadi argumentasi hukum melalui proses penalaran 

hakim. 

Kehati-hatian menjadi semakin penting pada kasus drowning karena ilmu forensik sendiri 

mengakui bahwa tidak terdapat satu temuan tunggal yang selalu mampu memastikan mekanisme 

kematian secara absolut. Kajian sistematis mengenai diatom menegaskan bahwa hasil pemeriksaan 

harus dibaca dengan memperhatikan lokasi pengambilan sampel, potensi kontaminasi, metode 

preparasi, serta korelasinya dengan temuan postmortem lainnya (Tyr et al., 2025; Bogusz et al., 2024). 

Perkembangan metode pemeriksaan seperti teknik mikroskopi HNO3-PCF, analisis berat paru, 

toksikologi postmortem, dan pencitraan postmortem memperlihatkan bahwa penentuan drowning 

semakin diarahkan pada pendekatan multiparameter (Bešta et al., 2025; Helal Stanikzai et al., 2025; 

Ojanperä & Kriikku, 2024). Implikasinya bagi hukum adalah bahwa hakim tidak seharusnya 

mengambil satu temuan medis secara terpisah, melainkan menilai bagaimana keseluruhan hasil 

pemeriksaan saling menguatkan dalam menjelaskan penyebab dan mekanisme kematian. 

Prinsip yang sama berlaku ketika bukti medis hendak dihubungkan dengan unsur subjektif 

seperti kesengajaan dan voorbedachte rade. Temuan bahwa korban meninggal akibat asfiksia 

menjelaskan akibat objektif, sementara rekaman CCTV menjelaskan urutan tindakan, durasi, 

pengulangan, dan perilaku terdakwa selama peristiwa berlangsung, sehingga kedua kelompok bukti 

menjawab pertanyaan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Penelitian mengenai praktik forensik 

menekankan bahwa laporan medis seharusnya ditempatkan dalam konteks kasus dan disertai 

interpretasi yang memadai agar pengguna bukti tidak melakukan penafsiran di luar kompetensinya 

(Netherlands Register of Court Experts, 2018; Goudswaard et al., 2026). Karena itu, proses 

pembuktian yang lebih kuat bukan dengan memperluas fungsi Visum et Repertum menjadi bukti 

psikologis, melainkan dengan melakukan triangulasi antara temuan medis, rekaman elektronik, 

keterangan ahli, keterangan saksi, serta fakta kronologis. 

Berdasarkan hasil analisis perkara, integrasi bukti tersebut dapat dikonstruksikan melalui empat 

tahapan yang berurutan, yaitu validasi fakta medis, rekonstruksi hubungan kausal, integrasi dengan 

bukti perilaku, dan kualifikasi yuridis. Tahap pertama memastikan bahwa penyebab serta mekanisme 

kematian memperoleh dukungan ilmiah yang memadai, sedangkan tahap kedua menguji hubungan 

antara tindakan terdakwa dan akibat yang terjadi. Tahap ketiga menghubungkan fakta medis dengan 

rekaman CCTV, keterangan saksi, dan alat bukti lain untuk melihat pola tindakan, sedangkan tahap 

keempat menilai relevansinya terhadap unsur kesengajaan dan voorbedachte rade berdasarkan doktrin 

hukum pidana (Chazawi, 2012; Iriyanto & Halif, 2021). Model bertahap tersebut mempertahankan 

batas antara fakta dan penilaian hukum sekaligus mencegah terjadinya lompatan logika dari 

“kematian disebabkan oleh tindakan tertentu” menjadi “pelaku pasti memiliki perencanaan tertentu.” 

 

Tabel 3. Model Integrasi Bukti Medis-Forensik dan Bukti Perilaku dalam Pembuktian Perkara 

 

Tahap 

analisis 

Bukti utama Pertanyaan yang dijawab Relevansi yuridis 

1. Validasi 

medis 

Visum et Repertum, 

autopsi, diatom, 

hasil laboratorium 

Apa penyebab dan 

mekanisme kematian? 

Membuktikan fakta kematian 

dan causa mortis 

2. 

Rekonstruksi 

kausal 

Temuan medis + 

cara pelaksanaan 

perbuatan 

Apakah tindakan terdakwa 

berkaitan secara kausal 

dengan kematian? 

Membuktikan causal verband 

dan actus reus 

3. Integrasi 

perilaku 

CCTV, keterangan 

saksi, keterangan 

ahli, kronologi 

Bagaimana perbuatan 

dilakukan dan apakah 

terdapat kesempatan untuk 

berhenti atau mengubah 

Memberikan indikator 

eksternal mengenai 

kesengajaan dan kesempatan 

berpikir 
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tindakan? 

4. Kualifikasi 

yuridis 

Seluruh alat bukti 

yang telah 

terintegrasi 

Apakah fakta memenuhi 

unsur kesengajaan dan 

voorbedachte rade? 

Membentuk konstruksi 

pertanggungjawaban pidana 

5. Kontrol 

argumentasi 

Penjelasan hakim 

terhadap hubungan 

antarbukti 

Apakah kesimpulan dapat 

ditelusuri secara rasional 

dari bukti yang tersedia? 

Menjamin transparansi dan 

kualitas pertimbangan hukum 

Sumber: analisis penulis berdasarkan Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim dan literatur hukum 

serta kedokteran forensik. 

 

Penerapan model pada Tabel 3 terhadap perkara a quo menunjukkan bahwa dua tahap pertama 

telah dilakukan dengan relatif kuat karena pemeriksaan forensik mengidentifikasi kondisi kematian 

yang sesuai dengan tenggelam dan menghubungkannya dengan tindakan penenggelaman yang 

terekam CCTV. Persoalan terutama muncul pada tahap ketiga dan keempat, karena mekanisme 

asfiksia yang bersifat progresif belum sepenuhnya dibaca bersama pola dua belas kali penenggelaman 

untuk menjelaskan bagaimana fakta temporal tersebut memperoleh relevansi terhadap kesempatan 

terdakwa untuk menghentikan atau meneruskan tindakan. Literatur kedokteran forensik menunjukkan 

bahwa drowning merupakan proses fisiologis kompleks yang melibatkan hipoksia progresif dan tidak 

dapat dipahami hanya melalui durasi submersi secara matematis, sehingga interpretasi harus selalu 

mempertimbangkan kondisi korban serta keseluruhan rangkaian kejadian (Dezfulian et al., 2024; Tyr 

et al., 2024). Karena itu, keberadaan sejumlah jeda selama rangkaian tindakan bukan bukti otomatis 

mengenai perencanaan, tetapi merupakan fakta objektif yang relevan untuk diuji bersama bukti 

perilaku lainnya. 

Pada pembuktian voorbedachte rade, model integratif tersebut juga membantu mencegah 

penyederhanaan unsur perencanaan menjadi sekadar keberadaan jeda waktu. Doktrin hukum pidana 

menekankan bahwa kesempatan berpikir harus dinilai bersama proses pembentukan kehendak, 

keadaan pelaku ketika melaksanakan perbuatan, serta adanya kesempatan nyata untuk 

mempertimbangkan kembali tindakan yang akan dilakukan (Tirtaamidjaja, 2000; Soesilo, 2000). 

Dengan demikian, data CCTV mengenai tindakan yang dihentikan dan kemudian dilanjutkan kembali 

dapat menjadi indikator eksternal tentang kemampuan mengendalikan perilaku, tetapi tetap 

memerlukan interpretasi bersama fakta sebelum kejadian dan alat bukti lain agar tidak menghasilkan 

kesimpulan psikologis yang spekulatif. Pembedaan ini sejalan dengan pandangan bahwa bukti 

forensik dapat memberikan fondasi objektif bagi inferensi hukum, tetapi tidak dapat menggantikan 

proses pembuktian kesalahan sebagai konsep normatif dalam hukum pidana (Moeljatno, 2018; Saleh, 

2000). 

Integrasi yang lebih sistematis juga berpengaruh terhadap konstruksi pertanggungjawaban 

pidana setelah terbuktinya hubungan antara tindakan dan kematian. Pertanggungjawaban tidak lahir 

hanya karena terdapat causal verband, tetapi memerlukan penilaian lebih lanjut mengenai 

kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak adanya dasar yang menghapuskan pidana 

(Moeljatno, 2018; Hamzah, 2018). Dalam perkara a quo, bukti medis memberikan dasar kuat 

mengenai akibat yang ditimbulkan, sedangkan bukti perilaku dan kronologi menyediakan materi 

untuk menilai bentuk kesengajaan serta perencanaan, sehingga keduanya harus ditempatkan secara 

terpisah tetapi berkesinambungan. Pendekatan ini juga sesuai dengan pembedaan antara perbuatan 

pidana dan pertanggungjawaban pidana yang menolak anggapan bahwa terjadinya akibat yang 

dilarang secara otomatis membuktikan kesalahan pelaku (Saleh, 2000; Lamintang, 2013). 

Dari sisi kelembagaan, temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan pola komunikasi 

antara ahli kedokteran forensik dan aparat penegak hukum agar informasi ilmiah yang tersedia tidak 

berhenti pada bagian kesimpulan laporan. Standar forensik modern menekankan bahwa ahli perlu 

menjelaskan signifikansi, keterbatasan, dan konteks temuan secara transparan, sedangkan hakim dan 

penuntut umum perlu memiliki literasi yang cukup untuk mengetahui kapan interpretasi tambahan 

dibutuhkan (Netherlands Register of Court Experts, 2018; Goudswaard et al., 2026). Kebutuhan 

tersebut semakin relevan ketika metode baru seperti postmortem CT, deep learning, biomarker 

molekuler, dan teknik analisis diatom berkembang dengan cepat sehingga isi bukti forensik menjadi 

semakin kompleks (Ogawara et al., 2023; Qureshi et al., 2025; Wu et al., 2025). Penguatan literasi ini 
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tidak dimaksudkan agar hakim menggantikan peran ahli, tetapi agar hakim mampu mengidentifikasi 

hubungan antara fakta ilmiah, keterbatasannya, dan pertanyaan hukum yang harus dijawab. 

Pada akhirnya, kontribusi utama dari analisis perkara ini terletak pada penegasan bahwa 

kekuatan Visum et Repertum tidak hanya ditentukan oleh validitas medis dokumen tersebut, tetapi 

juga oleh kualitas proses yuridis yang menghubungkannya dengan alat bukti lain. Dalam Putusan 

Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim, fungsi konstitutif dan kausal telah teraktualisasi secara kuat pada 

pembuktian kematian korban, sedangkan fungsi informatif masih memiliki ruang untuk dimanfaatkan 

secara lebih sistematis dalam analisis kesengajaan dan voorbedachte rade. Integrasi antara temuan 

forensik, bukti temporal, rekaman perilaku, dan doktrin hukum memungkinkan pembuktian dilakukan 

secara lebih transparan tanpa menjadikan Visum et Repertum sebagai alat bukti langsung atas keadaan 

batin terdakwa (Soeparmono, 2016; S., J., 2008; Hiariej, 2014). Dengan demikian, pembuktian 

kematian akibat asfiksia yang ideal bukan sekadar menghadirkan bukti ilmiah di persidangan, tetapi 

memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar digunakan secara proporsional, terukur, dan dapat 

ditelusuri dalam konstruksi pertimbangan hukum. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Visum et Repertum dalam Putusan 

Nomor 328/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim memiliki peranan penting dalam membuktikan kematian korban 

akibat asfiksia melalui mekanisme tenggelam. Fungsi konstitutif dan kausal Visum et Repertum telah 

digunakan secara relatif optimal untuk menjelaskan fakta kematian, penyebab kematian, serta 

hubungan antara tindakan penenggelaman dan akibat yang dialami korban. Temuan medis, termasuk 

hasil pemeriksaan diatom dan kondisi organ korban, memberikan dasar objektif bagi pembuktian 

unsur “merampas nyawa orang lain.” Namun, ketika pembuktian beralih pada unsur subjektif berupa 

kesengajaan dan voorbedachte rade, fungsi informatif Visum et Repertum belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Informasi mengenai mekanisme asfiksia dan sifat progresif proses tenggelam seharusnya 

dapat diintegrasikan secara lebih sistematis dengan bukti temporal dan perilaku yang terekam melalui 

CCTV, tanpa menjadikan bukti medis sebagai bukti langsung mengenai keadaan batin terdakwa. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas pembuktian perkara yang melibatkan kematian 

akibat asfiksia sangat bergantung pada kemampuan hakim mengintegrasikan fakta medis, hubungan 

kausal, rekaman perilaku, keterangan ahli, dan kronologi kejadian dalam satu konstruksi argumentasi 

yang dapat ditelusuri secara rasional. Dua belas kali tindakan penenggelaman, variasi durasi, adanya 

jeda antartindakan, serta perilaku terdakwa selama kejadian merupakan fakta eksternal yang relevan 

untuk menilai kesempatan berpikir dan pengendalian tindakan dalam konstruksi voorbedachte rade. 

Meskipun demikian, data tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap membuktikan unsur 

perencanaan, melainkan harus dikaji bersama seluruh alat bukti sesuai sistem pembuktian pidana. 

Oleh karena itu, penguatan penggunaan Visum et Repertum tidak memerlukan perluasan fungsinya ke 

ranah psikologis, tetapi memerlukan model pembuktian integratif yang menjaga batas antara 

kompetensi medis dan penilaian yuridis sekaligus mengoptimalkan scientific evidence dalam 

pencarian kebenaran materiil. 
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